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Ba B Be 
 ت
 
Ta T Te 
 ث
 
Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
 ج
 
Jim J Je 
 ح
 
Ha H ha (dengan titik di bawah) 
 خ
 
Kha Kh ka dan ha 
 د
 
Dal D De 
 ر
 
Zal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 ر
 
Ra R Er 
 ز
 
Zai Z Zet 
 س
 
Sin S Es 
 ش
 
Syin Sy es dan ye 
 ص
 
Sad ṡ es (dengan titik di bawah) 
 ض
 
Dad D de (dengan titik di bawah) 
 ط
 
Ta ṭ ta (dengan titik di bawah) 
 ظ
 
Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
 ع
 
„ain ,, Apostrof terbalik 
 غ
 








Fa F Ef 
 ق
 
Qaf Q Qi  
 ك
 
Kaf K Ka  
 ل
 
Lam L El 
 م
 
Mim M Em 
 ى
 
Nun N Eh 
  ّ  
 
Wau W We 
  ّ  
 
Ha H Ha 
 ء
 
Hamzah , Apostrof 
  ّ  
 
Ya Y Ye 
  
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengukuti vokalnya tampa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (,,) 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal monoflog dan vokal rangkap atau diflong. Vokal tunggal bahasa 




Nama Huruf Latin Nama 
 ا
 
Fathah A A 
ا  ِ  
 
Kasrah I I 
 ا
 





Vokal rangkap bahasa Arab yeng lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda 
 


















a dan u 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 













  ّ ... | ا َ ... 
 َّ  
 
 





a dan garis di atas 
 








I dan garis di atas 
 








u dan garis di atas 
 
4. Ta”Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭahada dua , yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat 
sukun transliterasinya adalah [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 




syaddah. Jika huruf    ّ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah( ى  ّ   ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (i) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bla hamzah terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalan tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya, kata Al-Qur‟an 
(dari al-Qur‟an), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا)  
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
dengan huruf (t). 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan 




(EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf capital tetap hurf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama 
juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
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 Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran 
Kredit Akibat Force Majeure pada Pembiayaan Konsumen Di Parepare yang 
dibagi menjadi dua sub yaitu pertama bagaimana bentuk restrukturisasi kredit 
pada pembiayaan konsumen di Parepare dan kedua apa yang melatarbelakangi 
penetapan bentuk restrukturisasi kredit pada pembiayaan konsumen di Parepare. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah empiris dengan pendekatan 
komparatif dan sosiologis. Sumber data diperoleh dari wawancara, peraturan-
peraturan, buku-buku, jurnal, hingga karya tulis lainnya. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan 
hanya mengatur secara umum bentuk restrukturisasi kredit akibat dampak Covid-
19, sehingga setiap perusahaan diberi kebebasan untuk memiliki kebijakan 
tersendiri mengenai bentuk restrukturisasi kredit dan debitur yang berhak 
menerimanya. Perusahaan pembiayaan di Parepare secara umum menetapkan 
pemberian restrukturisasi kredit dengan cara penangguhan pembayaran angsuran 
pokok dan  perpanjangan tenor dengan jangka waktu yang berbeda-beda, yaitu 2 
bulan sampai dengan 6 bulan.  
 Implikasi dari penelitian ini sebaiknya setiap perusahaan perlu melakukan 
konsultasi kepada setiap debitur agar mengetahui syarat untuk dapat diterima dan 
nantinya tidak ada kekecewaan bila permohonannya tidak diterima. Serta 
sebaiknya debitur diberi kesempatan untuk memilih model restrukturisasi  yang 
mereka inginkan sehingga kedudukan perusahaan dan debitur tidak berat sebelah. 
 






A. Latar Belakang 
Di era perkembangan ekonomi saat ini tentu akan mengubah suatu 
kehidupan dalam bisnis usaha maupun gaya hidup seseorang. Dimana dalam 
berkembangnya suatu perdagangan membuat kebutuhan manusia mengalami 
peningkatan akibat tuntutan gaya hidup. Keinginan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan baik dalam perdagangan dan memfasilitasi hidupnya tidaklah mudah, 
ada kala mengalami hambatan akibat keuangan yang tidak memadai. 
Kesulitan dalam hal dana tentu merupakan hal yang lumrah dalam 
masyarakat, tidak jarang masyarakat akan berfikir bagaimana untuk mendapatkan 
barang, jasa, dan tambahan modal dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus 
mengeluarkan biaya yang banyak secara langsung atau dibebani dalam hal 
finansial. Tidak jarang pula manusia membutuhkan suatu barang yang dapat 
digunakan sebagai modal dalam menjalankan bisnis maupun untuk konsumsi 
semata. Dalam memenuhi kebutuhan itulah di Indonesia sendiri tentu 
menyediakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan solusi bagi masyarakat 
dalam menjalankan usaha maupun bisnisnya, salah satu lembaga keuangan itu 
ialah lembaga pembiayaan.  
Lembaga pembiayaan termasuk relatif lebih baru dibandingkan dengan 
lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan salah satunya adalah perusahaan 
pembiayaan. Adanya perusahaan pembiayaan ini tentu sangat membantu 
masyarakat untuk mendapatkan modal guna keperluan usaha atau hanya sekedar 
konsumsi. perusahaan pembiayaan memiliki sasaran utama kepada masyarakat 
yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Mengapa demikian dalam 





bagi masyarakat yang membutuhkan modal, apakah orang ini mampu untuk 
melakukan pembayaran pada perusahaan pembiayaan nantinya, serta menetapkan 
uang muka dengan jumlah rendah bahkan sampai 0%. Sehingga Masyarakat yang 
baru ingin memulai usaha lebih untuk memilih menyelesaikan masalah terkait 
modal terutama penyediaan barang pada perusahaan pembiayaan dibanding 
dengan melakukan peminjaman kredit berupa uang pada bank untuk 
keperluannya.   
Dalam perusahaan pembiayaan  tentu memiliki beberapa jenis aktivitas, 
salah satunya pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah suatu 
pembiayaan untuk konsumen yang ingin membeli barang secara angsuran, baik 
barang itu hanya digunakan untuk konsumsi maupun untuk keperluan  usaha. 
Dengan adanya pembiayaan konsumen ini tentu menambah deretan alternatif 
dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat. Pembiayaan konsumen dalam 
praktiknya bertujuan untuk membantu perorangan maupun perusahaan dalam 
pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka. 
Alasan pembiayaan konsumen begitu diminati masyarakat untuk 
memperoleh barang, karena kelebihan yang ditawarkan oleh pembiayaan 
konsumen adalah masyarakat yang dulunya tidak dapat membeli barang secara 
tunai karena secara finansial dana tidak cukup untuk memilikinya, kini dapat 
teratasi dengan sistem kredit kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Ini lah 
yang memacu Tumbuhnya perkembangan pembiayaan konsumen dalam 
memenuhi kebutuhan konsumen seperti rumah, motor, televisi, mobil, lemari es, 
tempat tidur dan barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-
hari. tentu hal ini mengakibatkan banyaknya Perusahaan pembiayaan yang 





Kota Parepare merupakan kota terbesar kedua setelah Makassar di 
Sulawesi Selatan, tentu masyarakat kota Parepare juga memiliki tuntutan gaya 
hidup sebagaimana layaknya orang kota. Hal ini mengakibatkan banyaknya 
tuntutan ekonomi, yang mana tidak semua masyarakat Parepare mampu untuk 
memenuhi tuntutan tersebut. Selain berprofesi sebagai PNS umumnya juga 
masyarakatnya sebagai pedagang, karena letak kota Parepare yang merupakan 
pesisir dan jalan poros menuju Makassar maupun daerah-daerah lainnya sehingga 
sangat mendukung adanya kegiatan ekonomi seperti perdagangan maupun 
layanan jasa. Untuk meningkatkan usaha yang dijalani demi kebutuhan hidup, 
disinilah letak fungsi pembiayaan konsumen yang akan memberikan barang 
kepada masyarakat yang mempunyai inisiatif dalam perdagangan maupun untuk 
kebutuhan konsumtif, khususnya dalam memberikan layanan pembiayaan 
konsumen.  
Namun akhir-akhir ini Dunia telah dihebohkan dengan munculnya suatu 
virus baru yang oleh World Health Organization (WHO) menyebutnya sebagai 
penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), virus ini awalnya muncul 
Pada Desember 2019 Di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sejak kasus 
pertama di Wuhan kasus virus COVID-19 kian meningkat, di Indonesia sendiri 
kasus pertama yang positif virus COVID-19 Pada tanggal 2 Maret 2020. COVID-
19 merupakan virus yang sangat cepat penyebarannya karena dapat menular 
melalui kontak langsung dengan manusia ke manusia sehingga tidak dapat 
dipungkiri telah menimbulkan banyak kontroversi. Dengan demikian Pada 11 
Maret 2020 World Health Organization (WHO) mengumumkan COVID-19 
Sebagai Pandemik. Pandemik sendiri merupakan keadaan dimana suatu penyakit 
yang dapat menyebar kepada orang banyak dan dalam waktu yang bersamaan. 





manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
1
 
  Tentu dalam kondisi pandemi ini Penyebaran Covid-19  berdampak dalam 
segala hal, dengan adanya wabah Covid-19 ini menimbulkan banyak 
permasalahan di Indonesia bahkan di Dunia, tidak hanya terkait masalah 
kesehatan juga terkait krisis multidimensi. Kementerian Sosial Republik 
Indonesia mengatakan bahwa Covid-19 ini membawa dampak bagi sektor 
perekonomian Indonesia di tambah dengan pernyataan WHO terkait Covid-19 
sebagai pandemik, maka pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk mengambil 
langka dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut 
dengan Keppres 12/2020) Pada tanggal 13 April 2020. 
Indonesia sebagai negara yang mengalami dampak penyebaran Covid-19 
ini juga membuat segala aktivitas yang dapat menunjang perekonomian nyaris 
terhenti akibat penularan yang membuat kesehatan memburuk. Banyaknya 
masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhanya baik kebutuhan sehari-hari 
maupun pemenuhan kewajibannya dalam prestasi, seperti dalam pemenuhan 
perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan. 
Pemenuhan prestasi  dalam perjanjian wajib  untuk dilakukan. Namun 
tidak terpenuhinya suatu prestasi tentu  disebabkan oleh beberapa faktor, maka 
dalam hal ini seseorang dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan 
untuk menghindari terjadinya pemenuhan ganti rugi. Keadaan ini dapat dikatakan 
sebagai keadaan memaksa (force majeure). Force majeure merupakan keadaan 
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dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya akibat keadaan di luar 
dari kemampuan debitur. dengan membuktikan bahwa telah terjadinya Force 
Majeure seseorang dapat terhindar dari kewajiban untuk ganti rugi. tidak 
terpenuhinya prestasi akibat force majeure juga berlaku pada perusahaan 
pembiayaan.  
Adanya kondisi penyebaran Covid-19 dampak dari adanya force majeure 
tidak hanya dirasakan oleh perusahaan pembiayaan, namun juga dirasakan oleh 
masyarakat yang menggunakan jasa pembiayaan. Salah satu wilayah yang terkena 
dampak Covid-19 ini adalah kota parepare, banyaknya masyarakat parepare yang 
tidak dapat memenuhi kebutuhanya baik kebutuhan sehari-harinya yang membuat 
masyarakat tidak dapat membayar angsuran pada perusahaan pembiayaan yang 
salah satunya dalam pembiayaan konsumen.  
Ketidak mampuan ini juga diakibatkan banyak peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkecil skala 
penyebaran Covid-19 ini, seperti mengurangi aktivitas sehari-hari sehingga segala 
aktivitas untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dulunya lancar akan 
mengalami keterlambatan. Maka disinilah pihak perusahaan dan konsumen dapat 
melakukan negosiasi terkait perjanjian yang telah dibuat. Hal ini lah yang 
membuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan peraturan  POJK 
Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai 
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, 
dimana pada Pasal 5 angka (2) menjelaskan bahwa  debitur dari Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dapat melakukan Restrukturisasi Kredit Atau Pembiayaan 
baik sebelum maupun sesudah terkena dampak Covid-19, dan Peraturan POJK 
Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran 





Pasal 9 angka (1) dijelaskan bahwa LJKNB dapat melakukan Restrukturisasi 
kredit bagi Debitur yang terdampak Covid-19.  
Adapun debitur yang berhak melakukan permohonan restrukturisasi kredit 
yaitu pasien positif Covid-19, pasien dalam pengawasan,atau orang dalam 
pengawasan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Serta 
debitur yang bekerja sebagai pengojek yang mengalami penurunan jumlah 
pengantaran orang akibat PSBB, debitur bekerja sebagai pedagan kaki lima yang 
mengalami penurunan pendapatan secara besar akibat PSBB, debitur yang bekerja 
pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja, dan 
debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung 




Adanya Peraturan ini lah yang dapat dijadikan acuan pada perusahaan 
pembiayaan terutama perusahaan pembiayaan yang terdaftar dalam Otoritas Jasa 
Keuangan untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit dan menjadikan sebagai 
langka awal untuk memberikan keadilan bagi kedua bela pihak. 
Dimana ada 182 perusahaan pembiayaan yang telah mendukung adanya 
program restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
Pada Kota Parepare perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit 
yaitu seperti Adira Finance, KreditPlus Multifinance, Indomobil Finance, Astra 
Credit Companies, BAF, WOM Finance, Clipan Finance, dan Suzuki Finance. 
Data yang dilangsir oleh Beritasatu.com Lembaga pembiayaan jasa 
keuangan bidang pembiayaan Astra Financial telah melakukan restrukturisasi 
kredit kepada debitur yang terdampak Covid-19. Nilainya mencapai Rp 21,9 
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triliun dari nasaba 792.000 nasaba yang merupakan konsumen roda empat dan 
roda dua. jumlah tersebut merupakan 41 persen dari total restrukturisasi di industri 
pembiayaan. Dimana seperti halnya ACC melakukan restrukturisasi sepanjang 1,5 
bulan mencapai sekitar 78.00 kontrak.
3
  
  Namun dalam relaksasinya kebijakan ini menuai pro dan kontra. Hal ini 
dikarenakan berbagai kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan 
dalam memberikan restrukturisasi kredit. Seperti  yang disampaikan oleh ketua 
umum UMKM Indonesia Iksan Ingratubu, menyatakan pengajuan restrukturisasi 
kredit ke lembaga jasa keuangan swasta, baik bank maupun non bank begitu 
sulit.
4
  Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Onno salah satu warga 
parepare yang menggunakan jasa pembiayaan konsumen mengatakan ia terpaksa 
tidak mengajukan restrukturisasi kredit karena iya merasa prosesnya ribet, belum 
tentu akan diterima dan bentuk restrukturisasi ditentukan oleh perusahaan. 
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tertarik untuk mengkaji atau meneliti 
terkait Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Kredit Akibat Force 
Majeure pada Pembiayaan Konsumen di Parepare 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam suatu perjanjian tentu ada dimana kreditur tidak dapat 
melaksanakan perjanjian tersebut. perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena 
berbagai alasan salah satu adanya keadaan memaksa (force majeure).  Adanya 
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wabah pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Keppres No 12 
Tahun 2020 ini tentu menimbulkan berbagai masalah salah satunya perekonomian 
mengalami hambatan akibat masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas, seperti 
bekerja sehingga membuat penghasilan berkurang membuat banyaknya 
masyarakat tidak dapat melaksanakan perjanjian salah satunya perjanjian dalam 
perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu  OJK mengeluarkan Restrukturisasi 
Kredit dan Pembiayaan. Adapun hal yang diteliti dalam penelitian ini yakni 
bentuk restrukturisasi pembayaran kredit pada pembiayaan, sehingga penelitian 
ini berfokus pada Kewajiban Pembayaran Kredit akibat Force Majeure pada 
Pembiayaan Konsumen di Parepare  
2. Deskripsi Fokus 
Adapun yang menjadi deskripsi fokus sebagai berikut: 
a. Tinjauan  
Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten 




b. Hukum  
Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, 
merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-
unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. 
c. Pembayaran Kredit  
Pembayaran yang dilakukan setelah dilaksanakannya penyerahan barang.
6
 
Pembayaran kredit dapat dilakukan setelah adanya jatuh tempo pembayaran, dan 
dilakukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. 
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d. Force Majeure 
Menurut R. Setiawan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi 
setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi 
prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat 
menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.
7
 
e. Pembiayaan Konsumen 
Dalam Sikapi Uangmu OJK menjelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen 
dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka adapun 
yang menjadi pokok masalah “ Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap kewajiban 
Pembayaran Kredit Akibat Force Majeure pada Pembiayaan Konsumen di 
Parepare”. Supaya pembahasan tidak meluas maka dibatasi dalam sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di 
Parepare? 
2. Apa yang Melatarbelakangi Penetapan Bentuk Restrukturisasi Kredit pada 
Pembiayaan Konsumen di Parepare? 
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D. Kajian Pustaka 
Penelitian ini membahas terkait Tinjauan Hukum Kewajiban Pembayaran 
Kredit Akibat Force Majeure pada Pembiayaan Konsumen maka diperlukan 
banyak referensi dan literatur untuk membahas penelitian ini. Adapun literatur 
yang digunakan antara lain: 
1. Miranda Nasihin, dalam bukunya Segala Hal Tentang Hukum Lembaga 
Pembiayaan menjelaskan terkait pengertian, Pihak-Pihak dalam 
Pembiayaan Konsumen, Mekanisme Transaksi dalam Pembiayaan 
Konsumen, dan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumen. Tetapi 
kurang menjelaskan bila terjadi masalah dalam pembayaran kredit pada 
pembiayaan konsumen. 
2. Marilang, dalam bukunya Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir 
dalam Perjanjian) menjelaskan terkait pelaksanaan perjanjian dan juga 
menjelaskan terkait Force Majeure sebagai salah satu hal terjadinya 
kendala dalam perjanjian, dan menjelaskan terkait jenis-jenis force 
majeure. 
3. Wawan Muhwan Hariri, dalam bukunya Hukum Perikatan (Dilengkapi 
Hukum Perikatan dalam Islam) menjelaskan terkait perjanjian, jenis-
jenis perjanjian, perbedaan perikatan dengan perjanjia, menjelaskan 
terkait bentuk perikatan dalam Hukum Islam dan juga terkait Keadaan 
memaksa dalam perikatan dan memiliki pembahasan Teori-teori dalam 
Force majeure.  
4. Wardatul Fitri. Dalam jurnal terkait implikasi yuridis dalam Hukum 
Perdata akibat adanya penetapan Covid-!9 sebagai Bencana Nasional. 
Menjelaskan terkait  adanya Covid-19 ini  mengakibatkan munculnya 





terhalang melakukan kewajibannya dalam sebuah perjanjian maka 
debitur dapat membela diri dengan alasan Force Majeure. 
5. E. Agtha. Dalam jurnal terkait keadaan kahar akibat Covid-19 dan 
penerapan dalam perjanjian kredit. Menjelaskan mengenai Covid-19 
memenuhi unsur-unsur force majeure, serta pemerintah menerapkan 
kebijakan terkait perjanjian kredit untuk melakukan restrukturisasi bagi 
debitur yang terdampak Covid-19. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah 
a. Untuk mengetahui terkait bentuk restrukturisasi kredit pada pembiayaan 
konsumen di Parepare 
b. Untuk mengetahui terkait yang melatarbelakangi penetapan bentuk 
restrukturisasi kredit pada pembiayaan konsumen di Parepare 
2. Kegunaan Penelitian: 
Penelitian ini  dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Setelah penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsi 
ilmu terutama di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum keperdataan 
pada khususnya. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik secara langsung 
maupun tidak langsung kepada seluruh pihak yaitu nasabah, maupun pihak 








A.  Force Majeure 
1. Pengertian 
Force majeure sering juga disebut dengan overmacht, keadaan memaksa, 
act of god, keadaan darurat, keadaan kahar, dan keadaan diluar kemampuan. 
Menurut R. Setiawan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah 
dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, 
dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat menanggung resiko 
serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.
9
   
Secara umum, force majeure merupakan keadaan memaksa yang telah 
dibahas pada setiap perjanjian. Force majeure dalam hukum perjanjian adalah 
suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena 
keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya 
perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan tersebut secara 
hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, 
sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beretika buruk.
10
  
2. Dasar Hukum 
a. Menurut KUHPerdata 
Force majeure dalam KUHPerdata, adalah keadaan dimana debitor 
terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan 
yang dilarang dalam perjanjian. Maka debitor dalam hal ini tidak dapat disalahkan 
akibat kejadian yang diluar kemampuan dari debitor. Dalam KUHPerdata  force 
majeure di atur pada Pasal 1244 juncto Pasal 1245.  
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Pasal 1244 KUHPerdata yang berbunyi:  
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila 
tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau 
tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh 
suatu hal yang terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan 
kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”
11
 
Pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi:  
“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan 
memaksa atau karena hal terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk 
memberikan atau sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu 
perbuatan yang terlarang olehnya.”
12
  
Ketentuan Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa: 
1) Debitur dapat dituntut untuk membayar biaya, rugi dan bunga (ganti 
kerugian), apabila dia sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai 
melaksanakannya. Dalam hal ini debitur dalam keadaan wanprestasi. 
2) Debitur tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, apabila ia 
dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya prestasi tersebut karena 
suatu hal yang tak terduga dan berada diluar kemampuan debitur. 




b. Dalam Islam 
Dalam Islam Force Majeure disebut dengan keadaan dharurah. Dharurah 
adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksitensi manusia dan diluar 
kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal 
dalam Hukum Islam sebagai maqasid al-syariat. Maqasid al-syariat mencakup 
perlindungan terhadap agama, nasab, harta, jiwa serta kehormatan manusia, 
seseorang yang mengalami hal tersebut dapat diberikan keringanan atau 
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Dalam Islam yang dimaksud keadaan force majeure salah satunya 
masaqad (kesulitan) yang dapat menarik kemudahan. Artinya bahwa hukum-
hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan bagi pelaku, yang 
dalam hal ini seorang mukallaf, maka syariat untuk meringankannya sehingga 
bagi orang mukallaf tersebut bisa melakukannya tanpa merasa kesulitan. 
Adanya keringanan dalam melakukan tuntutan, diantaranya seperti 
keringanan yang diberikan karena adanya keadaan terpaksa serta memiliki unsur 
kurang mampu umumnya menjadi akibat terjadinya force majeure.  Dalam Al-
Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 185 yang berbunyi: 
َن ٱل هَُدىَٰ  ت  مِّ َءاُن هًُدى لِّلنَّاس  َوبَيِّنََٰ َشه ُر َرَمَضاَن ٱلَّذ ى  أُنز َل ف يه  ٱل قُر 
ن    ةٌ مِّ دَّ هُ ۖ َوَمن َكاَن َمر يًضا أَو  َعلَىَٰ َسفَر  فَع  نُكُم ٱلشَّه َر فَل يَُصم  قَان  ۚ فََمن َشه َد م  َوٱل فُر 
َ َعلَىَٰ  ةَ َول تَُكبُِّروا۟  ٱَّللَّ دَّ لُو۟ا ٱل ع  م  َر َول تُك  َر َوََل يُر يُد ب ُكُم ٱل ُعس  ُ ب ُكُم ٱل يُس  أَيَّام  أَُخَر ۗ يُر يُد ٱَّللَّ
ُكُرونَ  ُكم  َولََعلَُّكم  تَش   َما هََدىَٰ
Terjemahan:  
(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 
(antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa diantara kamu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia 
berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 
ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan 
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
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Serta Al-Quran Surat An Nisa (4) ayat 28 yang berbunyi: 
ًا يف اُن َضع  َس ن  ل َق اْل   ُخ م  ۚ َو كُ ن  فَِّف َع َُخ َن  ي ُ أ يدُ هللاَّ ُر   ي
Terjemahan:  




            Dari kedua ayat di atas merupakan ayat yang menunjukkan kemudahan 
dan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Ayat dari Al-
Quran tersebut memberi penjelasan mengenai keringanan bagi orang yang dalam 
perjalanan atau sakit untuk tidak berpuasa, namun tetap menggantinya sebanyak 
puasa yang ditinggalkannya. Subtansi ayat tersebut adalah Allah tidak akan 
mempersulit hamba-Nya. 
3. Syarat-syarat dan Jenis-jenis Force Majeure 
a. Syarat Force Majeure 
Adapun syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai 
force majeure yaitu: 
1) Keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut tidak 
terduga pada waktu dibuatnya perjanjian (vide Pasal 1244 KUHPerdata) 
2) Keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 
debitur (vide Pasal 1245 KUHPerdata) 
3) Keadaan tersebut di luar kesalahan debitur (vide Pasal 1545 KUHPerdata) 
4) Keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan 
karena kesalahan debitur (vide Pasal 1245 KUHPerdata juncto Pasal 1545 
KUHPerdata) 
5) Debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk (vide Pasal 1244 
KUHPerdata) 
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6) Jika terjadi force majeure, perjanjian menjadi gugur, dan sedapat 
mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah ada 
perjanjian (vide Pasal 1545 KUHPerdata) 
7) Tidak tuntutan gugatan rugi jika terjadi force majeure (vide Pasal 1244, 
1245, dan 1553 ayat (2) KUHPerdata. Akan tetapi, karena perjanjian yang 
bersangkutan menjadi gugur, demi menjaga keseimbangan hak dan 
kewajiban, maka masih dimungkinkan pemberian restitusi (pengembalian 
benda) atau quantum meruit (pengembalian harga barang) 
8) Resiko dari force majeure ditanggung oleh kreditur sejak saat seharusnya 
barang objek jual beli diserahkan,(vide Pasal 1545 KUHPerdata).
17
 
Menurut undang-undang ada tiga elemen yang harus dipenuhi untuk 
keadaan memaksa yaitu: 
1) Tidak memenuhi prestasi  
2) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur 




Oleh karena itu, hanya debitur yang dapat mengemukakan bahwa dirinya 
dalam keadaan memaksa, sebab debitur dituntut untuk melaksanakan prestasi. 
Maka dari itu debitur harus membuktikan bahwa dirinya tidak dapat melakukan 
prestasi akibat keadaan memaksa. 
b. Jenis-Jenis Force Majeure 
Riduan Syahrani membedakan daya paksa atau overmacht ke dalam dua 
jenis dilihat dari segi sifatnya: 
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1) Daya paksa atau overmacht yang bersifat mutlak (absolute) atau objektif, 
yaitu suatu keadaan memaksa yang melibatkan suatu perikatan 
bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dikatakan overmacht 
objektif karena benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat 
diserahkan oleh siapapun. Artinya objek perkatan musnah di luar 
kesalahan debitur, misalnya pengangkutan tidak dapat mengangkut 
barang sampai ke tujuan dengan selamat dan utuh disebabkan karena 
kapalnya karam diterpa ombak. Dengan daya paksa demikina itu 
berakibat perjanjian menjadi batal atau berakhir dengan sendirinya. 
2) Daya paksa atau overmacht  yang bersifat relatif (nisbi) atau subjektif, 
yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya 
dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang sangat besar 




Force Majeure terkait dalam pelaksanaan perjanjian dapat dibedakan 
antara force majeure lengkap dan force majeure sebagian, force majeure tetap dan 
force majeure yang sementara. Force majeure lengkap adalah force majeure yang 
menyebabkan sebuah perjanjian seluruhnya tidak dapat dilaksanakan sama sekali. 
Sedangkan force majeure sebagian adalah force majeure yang mengakibatkan 
sebagian dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, force majeure 
tetap adalah force majeure  yang mengakibatkan suatu perjanjian selamanya tidak 
dapat dilaksanakan, dan force majeure sementara adalah fore majeure yang 
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4. Teori-Teori Force Majeure 
Teori yang membahas force majeure yaitu: 
a. Teori ketidakmungkinan (onmogelijkheid) 
Menurut Teori ini keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu 
keadaan “tidak mungkin” untuk melaksanakan prestasi yang  telah diperjanjikan.
21
 
Misalnya harta ludes karena tsunami, angin puting beliung, dan gempa bumi. 
Akibat peristiwa ini debitur tidak dapat melaksanakan utang piutangnya. 
Ketidakmungkinan akibat bencana seperti itu maka dikategorikan sebagai 
ketidakmungkinan obyektif atau absolute. Apabila debitur mungkin masih 
melakukan prestasi, hal tersebut dikategorikan sebagai ketidakmungkinan relatif, 
yaitu keadaan antara masih mungkin untuk melakukan prestasi atau tidak 
mungkin untuk melakukan prestasi. 
b. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesigheid van schuldI) 
Menurut teori ini apabila terjadi keadaan memaksa atau force majeure 
pada debitur, terhapuslah kesalahan debitur. Dengan demikian, debitur tidak 
diminta untuk melakukan pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul 
kesalahan apa pun. 
 
B. Pembiayaan Konsumen 
1. Pengertian 
Pembiayaan konsumen itu sendiri merupakan jenis usaha pada perusahaan 
pembiayaan, dimana Pembiayaan Konsumen adalah Pembiayaan yang 
menyediakan barang untuk kebutuhan konsumen, di Inggris dikenal dengan 
Kredit Konsumen (Consumer Credit), diatur dalam Undang-undang Kredit 
Konsumen 1974 (Consumer Credit Act 1974). Di Indonesia pembiayaan ini 
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dikenal dengan pembiayaan konsumen (Consumer Finance). Pembiayaan 
konsumen adalah penyediaan barang guna kebutuhan konsumen yang dimana 
dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen baru diakui setelah 
diUndangkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan 
diikuti dengan SK Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan 
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang secara resmi mengakui 




Menurut A. Abdurrahman, pembiayaan konsumen adalah kredit yang 
diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti 
yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif 
atau dagang. Dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Pasal 1 butir 7 tentang 
Lembaga Pembiayaan  
“Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan 




2. Jenis-Jenis Pembiayaan Konsumen 
Pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan 
pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang 
dan jasa yang akan dibeli oleh debitur, perusahaan pembiayaan konsumen yang 
merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli 
oleh debitur, dan  perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai 





                                                          
22
Ambatua Simarmata, ”Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) Dan 
Prinsip Kehati-hatiannya, (Skripsi Universitas Indonesia, 2012), h.4 
23
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan 
24
Endang Prasetyawati, “Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan 





3. Perjanjian  
a. Pengertian 
  Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana para pihak sepakat untuk saling 
berjanji dalam melaksana kan perjanjian itu. Istilah Perjanjian dalam Hukum 
Perjanjian adalah kesepadanan dari “ovreenkomstí” dalam Bahasa Belanda dan 
“agreement” dalam Bahasa Inggris.
25
 Menurut Lukman Santoso mengemukakan 
bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang 
lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.
26
 
b. Asas-asas Perjanjian 
Dalam perjanjian perlu diketahui asas penting dalam perjanjian, yaitu: 
1) Sistem terbuka (open system) 
Asas ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak dimana Asas ini 
menjelaskan bahawa dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian, para 
pihak yang terlibat secara hukum berada dalam keadaan bebas untuk 
menentukan hal-hal yang ingin diuraikan dalam perjanjian. Akan tetapi, 
kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-




2) Bersifat pelengkap (optional) 
Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum 
perjanjian dapat disingkirkan apabila para pihak yang melakukan 
perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan yang menyimpang dalam 
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undang-undang. Akan tetapi bila dalam perjanjian yang mereka buat tidak 
ditentukan, maka perlu berlakunya ketentuan dalam undang-undang.
28
 
3) Berasaskan Konsensualisme 
Asas ini artinya perjanjian dapat dikatakan selesai bila telah mencapai kata 
sepakatan dimana telah terjadi persesuaian kehendak dari para pihak. 
Dengan demikian perlu adanya pula persamaan pandangan dari para pihak 
agar tercapai tujuan dari perjanjian. 
c. Syarat Sah Perjanjian  
Dalam perjanjian tentu memiliki syarat-syarat tertentu agar perjanjian 
tersebut dapat dilaksanakan, karena dari syarat-syarat tersebut dapat mengetahui 
kewajiban dan hak para pihak dan cara melaksanakannya. Sahnya perjanjian 
menurut KUHPerdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 132 
KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata, menentukan syarat-syarat subjek (orang-
orangnya) maupun objeknya. 
29
Untuk menetapkan keabsahan suatu perjanjian 
maka dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditetapkan Syarat-syarat perjanjian yaitu: 
1) Sepakat mengikat dirinya; 
2) Cakap hukum untuk melakukan suatu perjanjian; 
3) Mengenai suatu hal tertentu; 
4) Suatu sebab (cansa) yang halal. 
Syarat pada poin 1 yaitu para pihak sepakat untuk mengikat dirinya dan 
syarat poin 2 yaitu para pihak harus cakap hukum untuk melakukan perjanjian. 
Sedangkan poin 3 yaitu mengenai suatu hal tertentu dan syarat pada poin 4 yaitu 
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4. Dasar Hukum  dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
a. Dari Segi Hukum Perdata 
Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian khusus yang 
tuduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Perjanjian pembiayaan konsumen 
termaksud dalam perjanjian pinjam pakai dan perjanjian jual beli yang diatu 
dalam KUHPerdata. Dalam perjanjian pada perusahaan pembiyaan konsumen  
menganut Asas kebebasan berkontrak yang dimana setiap orang bebas dalam 
membuat perjanjian bagaimanapun bentuk dan isinya dengan syarat tidak 
betentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku.
31
 
Melakukan perjanjian tentu harus memiliki itikat baik yang perlu dipatuhi, prinsip 
ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW sehingga merupakan keharusan para 
pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang tercipta dari perjanjian dangan 
itikat baik.
32
 Dalam Pasal 1339 juga dijelaskan bahwa perjanjian tidak hanya 
mengikat untuk hal-hal yang ada dalam perjanjian, tetapi juga harus berdasarkan 
kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. 
Jika dilihat dari segi keperdataan maka pembiayaan konsumen berbentuk 
sebuah perjanjian maka berlaku asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, 
asas pacta sunt servanda, asas itikad yang baik dan asas kepribadian. Dalam 
perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian baku, dimana 
perusahaan terlebih dahulu telah menentukan isi dari perjanjian termasuk terkait 
syarat-syarat dan kewajiban para pihak. Hal ini membuat konsumen selaku 
debitur berada di posisi yang beresiko karena tidak disediakan bagi konsumen 
untuk melakukan penawaran dalam perjanjian, konsumen hanya diberikan 
kesempatan untuk menyetujui isi dari perjanjian. 
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Perjanjian pembiayaan konsumen tergolong dalam perjanjian jual-beli 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 dan Pasal 1518 KUHPerdata, tetapi 
dalam pelaksanaan pembayarannya ditentukan pada syarat yang telah disepakati 
dalam perjanjian pembiayaan konsumen.  
b. Diluar Hukum Perdata 
Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Pembiayaan konsumen terdapat  
juga pada: 
1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga Keuangan 
2) Perizinan usaha perusahaan pembiayaan diatur dalam POJK Nomor 
47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 
Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. dimana peraturan ini 
merupakan penyempurnaan dari pengaturan terhadap POJK Nomor 
28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan 
Pembiayaan. 
3) Penyelenggaraan pembiayaan konsumen juga tunduk pada Peraturan 
POJK Nomor 38/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perusahaan Pembiayaan. 
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang 
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 448/KMK.017/2000 terkait 
Perusahaan Pembiayaan yang didalamnya juga mengatur pembiayaan 
konsumen. 
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang 
perusahaan pembiayaan 
5. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu Perusahaan 





menjalankan kegiatan yang termasuk didalamnya adalah usaha dalam bidang 
lembaga pembiayaan, Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang 
atau yang menggunakan jasa pembiayaan baik untuk keperluan konsumsi maupun 
keperluan usaha, dan Supplier adalah pihak perusahaan yang menyediakan 
barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam pembiayaan konsumen. 
Setelah terjadinya perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan maka 
secara yuridis para pihak terikat akan Hak dan Kewajiban. Oleh karena itu 
Kedudukan Para pihak dalam pembiayaan konsumen yaitu: 
a. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen 
Hubungan perusahaan pembiayaan (kreditur) dan konsumen (debitur) 
memiliki hubungan kontraktual artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak 
didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembiayaan.
33
Pihak pemberi biaya 
memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang, dan konsumen 
memiliki kewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicil kepada 
pihak pemberi biaya. Jadi, hubungan kontrak antara perusahaan pembiayaan dan 
konsumen adalah jenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan tentang perjanjian 
pinjam meminjam dalam KUHperdata berlaku sementara terkait ketentuan kredit 
dalam perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak yang 
memberikan biaya bukan pihak dari bank sehingga tidak tunduk pada peraturan 
perbankan.
34
 Maka bila dana telah cair dan barang dari supplier telah diberikan 
kepada konsumen, barang tersebut telah menjadi milik konsumen, namun barang 
tersebut dijadikan jaminan utang dalam perjanjian hak milik lewat fidusia. 
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b. Hubungan Konsumen dan Supplier 
Terdapat dalam hubungan jual beli, yaitu jual beli bersyarat, dimana 
supplier akan memberikan barangnya kepada konsumen dengan syarat pihak 
ketiga (pemberi biaya).dengan adanya perjanjian ini maka seluruh perjanjian jual 




c. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dan Supplier 
Pihak perusahaan pembiayaan (penyedia dana) hanya sebagai pihak ketiga 
selaku penyediaan dana guna membayar barang yang terdapat dalam perjanjian 
jual beli antara pihak supplier dan konsumen. 
6. Perlindungan Hukum dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen 
Persetujuan atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang 
satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan 
peristiwa tersebut, lalu tumbuh hubugan hukum antara kedua bela pihak.
36
 
Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen perlu adanya perlindunga, 
dimana perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang 




Perlindungan  tersebut dapat berupa perlindungan hukum, di Indonesia 
perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai 
landasan idiil, yang penekanan konsepnya bertumpuh pada perlindungan hak-hak 
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 Dalam perjanjian pembiayaan konsumen perlindungan hukum 
tentu adanya kepastian hukum, yang dimana kepastian hukum merupakan hal 
utama dalam perjanjian. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum yang diberikan 
dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut tentu tidak berjalan dengan lancar 
dan cenderung cacat hukum sebab tidak mengikuti kaidah peraturan perundang-
undangan. 
Kepastian hukum dalam pembiayaan konsumen terletak pada apakah 
perjanjian itu mengikat kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kaidah normatif yang 
di maksud adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPerdata terutama 
tentang perjanjian seperti Pasal 1320 dan Pasal 1338, selain itu ada asas-asas yang 




Kaitan dalam asas kebebasan berkontrak para pihak berhak menentukan isi 
dalam perjanjian, namun dalam pembiayaan konsumen mengenal perjanjian baku 
dimana perusahaan yang menentukan isi dari perjanjian dan konsumen hanya bisa 
menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian tersebut. Maka asas kebebasan 
berkontrak bisa dikatakan tidak ada, jika dihubungkan dengan asas 
proposionalitas perjanjian pembiayaan konsumen memberikan kedudukan yang 
seimbang namun hanya sebatas porsi masing-masing pihak berdasarkan hak dan 
kewajiban dalam perjanjian. 
Kepastian hukum yang termuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen 
merupakan syarat yang mutlak dalam memberikan perlindungan hukum bagi para 
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pihak baik pihak perusahaan maupun konsumen, sehingga menciptakan suatu 
kemanfaatan bersama.  
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, kedudukan antara perusahaan 
dan konsumen tidak memiliki keseimbangan, dimana format isi dari perjanjian 
hanya ditentukan oleh pihak perusahaan. sehingga dapat dipastikan klasula-
klasual yang tertuan dapat menguntungkan pihak tertentu dan kemungkinan 
terhapusnya beban atau kewajiban yang majadi beban pihak yang diuntugkan.  
Oleh karena itu untuk perlindungan bagi konsumen, maka terdapat 
larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengalihkan beban 
tanggung gugat dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak 
konsumen, bila terjadi kerugian yang timbul dikemudian hari harus ditanggung 
oleh para pihak yang bertanggung gugat berdasarkan klausula kontrak 
pembiayaan konsumen, kecuali jika klausula tersebut dilarang dalam Pasal 18 
UUPK.
40
 Perlindungan konsumen juga secara tegas telah dicantumkan dalam 
pasal 28 Undang-undang POJK. 
7. Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Konsumen 
Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan konsumen terdapat pada 
Peraturan Ketua Lembaga Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan 
Pembiayaan, akad-akad yang dapat digunakan dalam kegiatan Perusahaan 
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu sistem akad Murabahah, Salam, 
atau Istishna. 
a. Murabahah  
Murabahah adalah akad pembiayaan untuk mendapatkan suatu barang 
dengan menegaskan harga belinya ( harga peroleh) kepada pembeli dan pembeli 
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membayar secara angsuran dengan harga yang lebih sebagai laba.
41
 Murabahah 
secara etimologi, artinya memberikan keuntungan atau laba atau menunjukkan 
kebersamaan dan saling memberikan keuntungan atau laba di antara yang berakad 
atau orang yang saling mengadakan persekutuan. Menurut A. Djazuli, Murabahah 
adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang 
disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan.
42
 Keterbukaan dan kejujuran 
menjadi syarat dalam terjadinya Murabahah, sehingga yang menjadi karakteristik 
Murabahah adalah penjual harus memberitahukan harga barang kepada pembeli 
dan memberitahukan keuntungan yang diperoleh dari tambahan pada biaya 
tersebut. 
Dalam Murabahah, saksi yang diberikan kepada konsumen yang mampu, 
namun menunda-nunda pembayaran atau  tidak memiliki itikad baik dalam 
melaksanakan angsuran, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda sosial (ta’zir) 
ataupun  ganti rugi (ta’widh) berdasarkan atas tertundanya pembayaran dan akibat 
yang ditimbulkan dari penundaan tersebut. 
Namun bagi konsumen yang tidak atau belum mampu membayar 





Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dimana 
pemesanan  dan pembayaran harga dilakukan lebih dahulu dengan syarat-syarat 
yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Akad as-Salam merupakan 
istilah dalam literasi arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, 
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dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal 
atau suatu barang yang penyerahannya ditunda,atau menjual barang yang ciri-
cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya 
diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fiqih 




Istishna’ adalah akad pembiayaan untuk pemesanan barang tertentu 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan 
penjual dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para pihak. Pada 
jual beli Istishna’ barang yang dipesan belum ada dan masih akan diproduksi. 
Atas dasar ini maka menurut mazhab Hanafi pada prinsip jual beli Istishna’ itu 
tidak boleh. Namun dalam prakteknya dibolehkan karena dalam masyarakat  
sudah menjadi budaya dan didalamnya tidak terdapat gharar atau tipu daya. 
45
Dalam akad Istishna’ perusahaan pembiayaan dan produsen bersifat independen 
dan terpisah dengan akad Istishna’ antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. 
Akad antara perusahaan pembiayaan dengan produsen harus dilakukan setelah 
akad antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. 
Selain dalam peraturan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha 
Perusahaan Pembiayaan konsep syariah dalam pembiayaan konsumen juga 
terdapat pada peraturan POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Pembiayaan Syariah dan POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah 
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Perusahaan Pembiayaan, dimana peraturan ini digunakan bagi Lembaga 
pembiayaan berbasis syariah. 
 
C. Kredit Pembiayaan Konsumen 
1. Pengertian 
Kredit tidak asing lagi bagi masyarakat, dimana kata kredit sudah dikenal 
bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Masyarakat saat ini 
banyak melakukan kegiatan perkreditan. Istilah Kata Kredit berasal dari bahasa 
yunani “Credere”  yang berarti kepercayaan.
46
 dengan demikian kredit 
merupakan sebuah kepercayaan antara para pihak. Kreditur mempercayai kepada 
penerima kredit (Debitur) sanggup untuk melaksanakan perjanjian, baik itu 
prestasi, terkait jangka waktu, maupun kontrak prestasi. Menurut Suyatno, kredit 
adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk menerima 
pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta 
atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. 
Dalam kredit tentu adanya perjanjian, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 
BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
2. Kredit pada Pembiayaan Konsumen 
Pembiayaan konsumen merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh 
lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian 
produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan 
pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasaba, melainkan 
konsumen akan menerima barang yang diinginkan.
47
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Seseorang mengajukan pembiayaan konsumen tentu memiliki berbagai 
alasan, salah satunya adalah adanya keterbatasan persoalan dana dalam membeli 
sesuatu barang atau kendaraan secara tunai.  
Dalam transaksi pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan 
bunga yang dikenakan beragam, dan biasanya menggunakan perhitungan bunga 
flat dengan skema pembayaran angsuran secara in advance ataupun in arrear. 
48
 
Dalam pembiayaan konsumen barang yang diperoleh itu belum sepenuhnya jadi 
milik debitur, sehingga bila terjadinya kemacetan dalam pembayaran perbulan 
maka pihak pembiayaan berhak untuk menyitanya sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku 
Namun bila konsumen tidak melakukan pembayaran kredit akibat Force 
Majeure, perlu adanya perlindungan bagi konsumen bila terjadi Force Majeure 
atau keadaan kahar seperti terjadi musibah (gempa bumi), dimana Force Majeure 
tertuan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Yang di dalam pasal 
tersebut terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk force majeure yaitu: 
1) Tidak memenuhi prestasi; 
2) ada sebab yang terletak di luar kesalahan yang bersangkutan; 
3) faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan sebelumnya. 
Selain itu dalam suatu force majeure harus dapat dibuktikan oleh orang 
atau pihak yang bersangkutan mengenai: 
1) Tidak bersalah; 
2) Tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cara lain; 
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3) Tidak menanggung resiko.49 
 
3. Jaminan dalam Kredit Pembiayaan Konsumen 
Perusahaan pembiayaan selaku kreditur akan menetapkan suatu jaminan 
kepada debitur untuk melakukan kredit, dimana dalam perusahaan pembiayaan 
jaminan terbagi menjadi tiga yaitu: 
a. Jaminan utama 
Jaminan utama dalam pembiayaan konsumen yaitu kepercayaan atau 
keyakinan kreditur kepada konsumen yang kelak akan sanggup membayar 
angsuran. 
b. Jaminan pokok 
Jaminan pokok yang dimaksud adalah barang yang menjadi objek 
pembiayaan, biasa disebut juga sebagai jaminan Fidusia. Jaminan fidusia diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan telah 
di Undang-Undangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat 
Undang-Undang Fidusia). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda 
berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak kepemilikannya 
diadakan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda itu (Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
50
 
c. Jaminan Tambahan 
Dalam pembiayaan konsumen jaminan tambahan dapat berupa Surat 
Pengakuan Utang, kuasa menjual barang, dan Assignment of Proceed dari 
asuransi. Selain dari itu terkadang juga diminta keterangan dari suami dan istri 
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4. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Konsumen 
Aspek penting dalam Penyelesaian sengketa pada Pembiayaan konsumen 
tentu pada segi penjaminannya. Dimana upaya yang dapat ditempuh tentu telah 
diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 
Dalam ayat (1) menyebutkan penyelesaian sengketa terlebih dahulu dapat 
diselesaikan melalui jalur musyawarah oleh kedua belah pihak, dimana dapat 
dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsuliasi, dan arbitrase. 
Apabila tidak tercapai mufakat oleh kedua bela pihak, maka berdasarkan pasal (2) 
Undang-undang yang sama, dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa 
melalui lembaga alternatif sengketa di sektor jasa keuangan, yaitu Badan 
Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) dan Badan 
Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI). Atau dapat juga 
menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan,
52
 
Namun sebelum membawa perkara kredit ke jalur hukum pihak kreditur 
dan debitur dapat melakukan upaya restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit 
adalah upaya yang dapat dilakukan terhadap debitur yang belum mampu untuk 
memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran pada saat jatuh tempo, 
sedangkan debitur tersebut diyakini dapat membayar angsuran tersebut apabila 
diberi kesempatan. Upaya restrukturisasi kredit ini merupakan upaya-upaya secara 
administrasi. Dimana menurut Drs. Muhammad Djumhana, penyelesaian secara 
administratif antara lain: 
                                                          
51
 Miranda Nasihin, “Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan”, (Cet.1, Jakarta: 
Buku Pintar, 2012), h. 90 
52
 Muhammad Rio Ervanda Putra, “Ananlisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur 






1) Penjadwalan kembali (rescheduling) Yaitu perubahan syarat kredit, baik 
terkait jadwal pembayaran atau jangka waktu, baik menyangkut pada 
perubahan besaranya angsuran maupun tidak. 
2) Persyaratan kembali (restructuring), yaitu perubahan baik sebagian 
maupun seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan 
jadwal  pembayaran , jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya. 
3) Penataan Kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit 




Bagi pembiayaan konsumtif, restrukturisasi dapat diberikan bagi debitur 
yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan terdapat sumber 
pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah serta mampu memenuhi kewajiban 
setelah dilaksanakan restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi wajib didukung 
dengan adanya analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan 
dengan baik. 
Pada dasarnya, dilaksanakannya hal diatas merupakan upaya untuk 
membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang 
mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk memenuhi pembayaran 
angsuran. Dengan demikian tindakan di atas dapat diharapkan memberi jalan 
tengah yang terbaik untuk kedua bela pihak. 
D. CoronaVirus (Covid-19) 
1. Pengertian 
Corona virus adalah virus ARN dengan ukuran partikel 120-160 nm dan 
merupakan golongan dari ordo Nidovirales. Corona virus menyebar  pada 
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manusia melalui saluran pernafasan sehingga penyakit infeksi saluran pernapasan, 
mulai flu biasa hingga penyakit yang serius.  Penyakit ini terutama menyebar di 
antara orang- orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini 
dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS 
CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari,atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus 
ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah 
penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah. 
54
  
Coronavirus yang tergolong ke dalam COVID-19 adalah genus 
betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk 
dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah Severe 
Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecvirus. 
2. Istilah-Istilah yang Berkaitan Dengan COVID-19 
a. Social Distancing  
Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah telah berupaya untuk 
mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya melakukan social distancing atau 
bisa disebut Physical Distancing. Social distancing adalah suatu cara pencegahan 
dan pengendalian non-medis yang diterapkan untuk mencegah penyebaran 
COVID-19 dengan cara mengurangi kontak antara mereka yang terinfeksi 
COVID-19, sehingga dapat menghentikan mata rantai penyebaran penyakit dalam 
suatu wilayah. 
b. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah suatu kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada 
suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah 
penyebaran Covid-19. PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri 
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berdasarkan permohonan gubernur atau walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
55
 
Kemudian terkait aturan peliburan tempat kerja diberikan pengecualian 
untuk tempat kerja yang memberikan pelayanan pertahanan keamanan, ketertiban 
umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, 




c. Lockdown  
lockdown berarti karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan 
penduduk dalam suatu wilayah , termasuk menutup akses masuk dan keluar 
wilayah. 
d. Karantina 
Karantina telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Kekarantinaan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan 
seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan, meski belum menunjukkan gejala apapun atau 
sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau 
barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang 
mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk 
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e. Pasien dalam Pengawasan (PDP) 
Pasien dalam pengawasan adalah seseorang yang memiliki gejala 
influenza yang berat atau sedang seperti batuk, flu, demam, dan gangguan 
pernapasan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala yang memiliki 
riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang transmisi lokal. 
3. Covid-19 dikatakan Force Majeure dalam Perjanjian 
Pandemi Covid-19 ini tentu dalam suatu prestasi merupakaan keadaan 
yang tidak dapat dipungkiri, biasa disebut keadaan darurat, keadaan memaksa, 
keadaan kahar, atau Force Majeure. Menurtu Ivan Baely, klasifikasi dari pandemi 
Covid-19 sebagai force majeure tetapi sifat dari force majeure tidak lah 
menghilangkan kewajiban debitur, melaikan hanya menghilangkan kewajiban 
pembayaran bunga dan kerugian. Konsekuensi pembatalan perjanjian akibat 
terjadinya force majeure hanya bisa berlaku jika para pihak terlebih dahulu telah 
mencantumkan klasula pembatalan kontrak akibat force majeure dalam perjanjian 




Pandemi Covid-19 juga telah memenuhi Unsur-Unsur Force majeure  
dimana unsur tersebut meliputi: 
a. Unsur peristiwa tak terduga 
Dapat dikatakan force majeure apabila keadaan tersebut merupakan 
keadaan tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam 
kasus Covid-19, keadaan ini adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi 
sebelumnya oleh para pihak, Status Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam 
yang dipertegas dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disesase 2019 (Covid-
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19) memperkuat bahwa Covid-19 ini adalah keadaan diluar dugaan atau tidak 
terduga sebelumnya. 
b. Unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur 
Adanya wabah pandemi ini adalah keadaan diluar kendali para pihak. Oleh 
karena itu, keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada debitur. 
c. Unsur tidak ada itikad buruk dari debitur 
Bila terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan 
karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari debitur melainkan 
karena keadaan pandemi. Artinya Covid-19 merupakan keadaan yang tidak 
diharapkan oleh semua pihak. Apabila tidak terjadinya pandemi, para pihak tetap 
untuk memenuhi kewajiban masing-masing dan melakukannya dengan itikad 
baik. 
d. Unsur keadaan itu menghalangi debitur berprestasi. 
Dalam kaitanya dengan pandemi ini apakah menghalangi debitur untuk 
melakukan prestasinya, maka hal itu bersifat kasuistis dan untuk menilainya perlu 
pendekatan komprehensif. Karena tidak semua debitur dalam keadaan pandemi ini 
terhalang untuk memenuhi prestasinya. Oleh karena itu unsur ini penting sebagai 
indikator untuk dapat menilai apakah debitur dapat dikatakan force majeure. 
Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut dalam kasus Covid-19 ini tentu 
dapat dikategorikan sebagai Force Majeure relatif yang dimana suatu keadaan 
debitur dapat memenuhi prestasinya namun memerlukan pengorbanan yang besar 
untuk melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga tidak lagi sepantasnya pihak 
kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam force majeure relatif 
juga sifatnya dikatakan sebagai force majeure sementara dimana debitur dapat 





perjanjian akibat covid-19 ini  tidak semerta-merta perjanjian tidak dilaksanakan 
atau lepas dari tanggung jawab melainkan hanya sebatas ditangguhkan atau 
renegosiasi perjanjian, artinya prestasi menjadi hidup kembali apabila keadaan 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris adalah suatu metode 
penelitian yang berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan. Dimana penelitian 
ini mempelajari teori dan praktik dengan menggunakan data primer terkait Force 
Majeure dalam restrukturisasi kredit pada perusahaan  pembiayaan  di Kota 
Parepare.  Data-data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah 
dokumen terkait masalah yang akan diteliti. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu wilayah atau tempat yang dijadikan sebagai 
objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi maka 
peneliti menetapkan lokasi penelitian yakni di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. 
Dari 17 perusahaan pembiayaan di Parepare, peneliti akan mengumpulkan data di 
PT. Finansial Multi Finance (Kredit Plus), PT. Astra Credit Companies (ACC), 
PT. Indomobile Finance dan PT. Clipan Finance yang merupakan salah satu 
perusahaan pembiayaan di Kota Parepare 
 
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini bersifat empiris sehingga peneliti menggunakan pendekatan 
penelitian komparatif dan sosiologis, dimana pendekatan komparatif  melakukan 
perbandingan terkait  peraturan dan pendekatan sosiologi yaitu suatu penelitian 
yang dilakukan dengan mengkaji khaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan 





mengetahui terkait force majeure dalam kewajiban  pembayaran kredit dalam 
perusahaan pembiayaan dengan menghubungkan keadaan di lapangan. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk penelitian ini penulis menggunakan suatu teknik pengumpulan data 
dengan cara Penelitian Lapangan (Field Research) 
1. Mengadakan wawancara dengan  narasumber. Teknik pengumpulan data 
ini dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan langsung pada 
perusahaan pembiayaan di Kota Parepare, kemudian wawancara akan 
dilakukan dengan  menentukan topik dan inti pertanyaan dan selanjutnya 
peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber. Wawancara 
dilakukan secara lisan kepada narasumber yang bersangkutan, yaitu kepala 
cabang maupun bagian staff perusahaan pembiayaan di Parepare seperti 
PT. Finansial Multi Finance (Kredit Plus), PT.Astra Credit Companies 
(ACC), PT.Indomobile Finance dan PT.Clipan Finance, hal ini dibutuhkan 
untuk mengetahui lebih mendalam terkait penelitian. 
2. Pengamatan/Obsevasi, yaitu dengan melakukan pengamatan yang disertai 
dengan pencatatan terhadap keadaan yang dilakukan dimana 
mengumpulkan data-data secara langsung mengenai lokasi penelitian dan 
hal-hal yang diperlukan dalam  penelitian ini. 
3. Dokumentasi, yaitu dengan mengambil data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen terkait dengan penelitian ini. 
 
D. Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 





Parepare yang dapat memberikan data informasi sehubungan dengan 
skripsi ini. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa informasi dalam  laporan 
tertulis yang diperoleh dari lokasi penelitian, bahan-bahan dokumentasi, 
serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang 
dibahas. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen adalah alat yang digunakan dalam memperoleh data-data 
penelitian pada tahap memasuki pengumpulan data dilapangan. Untuk 
mempermudah pelaksanaan penelitian maka kelengkapan yang tersedia adalah: 
1. Peneliti 
2. Laptop dan HP 
3. Jaringan Internet 
4. Alat Tulis 
5. Kendaraan 
 
F. Teknik Pengelolaan Data 
Adapun Teknik Pengelolaan Data sebagai berikut: 
1. Data Primer yang diperoleh  dari hasil observasi dan wawancara langsung 
dengan narasumber dari beberapa  perusahaan pembiayaan seperti  di PT. 
Finansial Multi Finance (Kredit Plus), PT.Astra Credit Companies (ACC), 
PT.Indomobile Finance dan PT.Clipan Finance di Kota Parepare dipilah 






2. Data Sekunder yang diperoleh berupa informasi laporan tertulis seperti 
data  terkait  restrukturisasi kredit yang datanya diperoleh dari lokasi 
penelitian seperti di PT. Finansial Multi Finance (Kredit Plus), PT.Astra 
Credit Companies (ACC), PT.Indomobile Finance dan PT.Clipan Finance  
di Kota Parepare, bahan-bahan dokumentasi, serta peraturan-peraturan 
yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. 
 
G. Analisis Data 
Adapun Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana 
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 
berbagai metode dengan pengamatan langsung, telaah dokumen dan wawancara 
yang dilakukan. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis secara induktif 
yaitu dengan berlandaskan pada hasil penelitian yang didapatkan secara langsung 
















A. Gambaran Umum Pembiayaan Konsumen di Parepare 
1. Kondisi Geografis dan Kependudukan Parepare 
a. Jumlah Penduduk Parepare 
Jumlah Penduduk Parepare dari tahun 2012 sampai dengan 2019 sebagai 
berikut: 




























































 Sumber: BPS, Kota Parepare 
b. Jenis Pekerjaan  
Penduduk kota parepare memiliki beberapa jenis pekerjaan di bidang: 
1) Pertanian, Pertenakan dan Perikanan 
2) Pertambangan dan galian 
3) Industri Pengelolahan  
4) Listrik, Gas dan Air Bersih 
5) Bangunan 
6) Perdaganagn, Hotel dan Restoran 
7) Angkutan dan Komunikasi 
8) Keuangan, Persewaan dan Jaspe 
9) Jasa-jasa 
Tabel. 2 Jenis Tenaga Kerja Berdasarkan Gender 2019 
 
 
Status Pekerjaan Utama 
Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang 
Bekerja Selama Seminggu yang Lalu 
Menurut Status Pekerjaannya 





2019 2019 2019 
Berusaha Sendiri 
6.256 4.846 11.102 
Berusaha dibantu Buruh 








Berusaha dibantu Buruh 








22.742 13.105 35.847 
Pekerja Bebas 
2.605 142 2.747 









37.300 24.883 62.183 
Sumber Data BPS Kota Parepare Dalam Angka 2020 







1 Pertanian 2.880 
2 Manufaktur 11.926 
3 Jasa 52.401 
Jumlah 67.207 





2. Perusahaan Pembiayaan 
a. Jenis-Jenis Perusahaan Pembiayaan di Kota Parepare 
Kota Parepare merupakan kota  kedua setelah Makassar di Sulawesi 
Selatan, tentu membuat masyarakat kota Parepare juga memiliki tuntutan gaya 
hidup sebagaimana layaknya orang kota. Hal ini mengakibatkan banyaknya 
tuntutan ekonomi, yang mana tidak semua masyarakat Parepare mampu untuk 
memenuhi tuntutan tersebut. sehingga banyaknya Lembaga Pembiayaan Non 
Bank yang biasa disebut dengan Perusahaan Pebiayaan tertarik untuk membuka 
kantor cabang di Parepare. Adapun jenis-jenis perusahaan pembianyaan yang ada 
di Parepare yaitu: 
1) PT. Adira Finance  
2) PT. BAF 
3) PT. WOM Finance Tbk 
4) PT. Finansial Multi Finance (Kredit Plus) 
5) PT. Indomobil Finance 
6) PT. Astra Credit Companies 
7) PT. Bunas Finance Indonesia 
8) PT. Smart Multifinance 
9) PT. JOT Finance 
10) Mandiri Tunas Finance 
11) Mandiri Utama Finance 
12) PT. CIMB Niaga Auto Finance 
13) SMS Finance 
14) PT. IMFI Indomobi Finance 
15) PT. Clipan Finance 





17) Suzuki Finance 
b. Jenis-jenis usaha pada Perusahaan Pembiayaan 
Perusahaan Pembiayaan adalah lembaga non bank yang memiliki jenis 
usaha yaitu: 
1) Sewa Guna Usaha 
2) Anjank Piutang 
3) Pembiayaan Konsumen 
4) Kartu Kredit 
c. Berapa Transaksi kredit pada Perusahaan Pembiayaan 
Transaksi kredit pada Perusahaan pembiayaan tentu beragam dimana 
berupa  kredit untuk keperluan usaha berupa Mobil, Peralatan mesin, kredit 
barang untuk keperluan konsumtif seperti Mobil, Motor, dan Alat-alat Elektronik 
dengan pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen, dan 
kredit  untuk peminjaman modal usaha. 
 
B. Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare 
Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No 12 tahun 2020 
bahwa Covid merupakan bencana non alam. Dimana bencana adalah keadaan 
yang tidak dapat dipungkiri atau diprediksi sebelumnya. Pandemi Covid-19 ini 
mengakibatkan aktivitas perekonomian mengalami penurunan, ditambah 
banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-
19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Lockdown, Social 
Distancing, dan Karantina. Tentu dari berbagai peraturan ini lah yang membuat 





hal ini memicu suatu prestasi tidak dapat dilaksanakan terutama bagi debitur yang 
terkena dampak dari covid-19 ini. 
Hal inilah yang memicu munculnya berbagai kebijakan yang dilakukan 
pemerintah bagi masyarakat yang terdampak covid-19 untuk mendapatkan 
keringanan cicilan kredit. Melalui OJK yang merupakan lembaga independen 
yang memiliki fungsi, tugas dan otoritas pengawasan untuk kegiatan sektor 
keuangan secara integrasi dan bertanggung jawab
59
, maka mengeluarkan 
kebijakan  bagi Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dapat 
melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak dari pandemi 
Covid-19. Restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya penyelamatan kredit 
bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring, dan 
Reconditioning, seperti memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace 
period waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. 
Adanya kebijakan dari pemerintah LJKNB juga dapat memberikan pembiayaan 
baru bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang berdasarkan 
analisis pembiayaan dan berdasarkan atas itikad baik, kemampuan, dan 
kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
60
 
Restrukturisasi kredit akibat dampak dari Covid-19 pada awalnya berlaku dari 
Maret 2020 hingga Maret 2021, namun pandemi Covid-19 masih menyebar di 
Indonesia dan mempengaruhi ekonomi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
memperpanjang restrukturisasi hingga Maret 2022 bagi Bank dan April 2022 bagi 
Lembaga Pembiayaan Non Bank. 
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Terkait kebijakan mengenai penangguhan kredit dalam pembiayaan 
konsumen yang dilakukan pemerintah Parepare masih belum ada. Dimana 
berdasarkan hasil wawancara dari pihak perusahaan pembiayaan di Kota Parepare 
belum adanya sosialisasi terkait adanya peraturan tersebut dan perusahaan masih 
berpijak pada peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai 
lembaga yang mengawasi aktivitas dari usaha perusahaan pembiayaan. 
Adapun ketentuan pelaksanaan restrukturisasi kredit untuk aktifitas 
pengkreditan bagi debitur yang mengalami keterhambatan dalam pemenuhan 
kewajiban pembayaran kredit pembiayaan, khusus lembaga Pembiayaan Non 
Bank OJK telah mengeluarkan Peraturan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang 
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi 
Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang telah dilaksanakan sejak 14 April 2020. 




1) LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur 
yang terkena dampak penyebaran COVID-19. 
2) Restruturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit: 
a) adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur 
dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam 
hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (joint 
financing)dan pembiayaan penerusan (channeling). 
b) adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena 
dampak penyebaran COVID-19, dan/atau 
c) adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB. 
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Dalam pemberian kebijakan tersebut tentu memiliki syarat yang harus 
dipenuhi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Pasal 8 
angka (1) yang berbunyi: 
“ Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena 
dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon Pembiayaan paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada 
ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi 
hasil/ujrah”.  
Dan Pasal 11 angka (3) dijelaskan bahwa penetapan Debitur yang terkena dampak 
penyebaran COVID-19 yaitu kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak 
penyebaran COVID-19 dan sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran 
COVID-19 memuat: 
a) Kriteria Debitur yang ditetapkan terkena dampak penyebaran Covid-19; dan 
b) Sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran Covid-19. 
 Oleh karena itu dari kebijakan OJK maka pembiayaan bagi debitur yang 
mendapatkan restrukturisasi kredit dikatakan lancar, sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 9 angka (3): 
 “Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak 
penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar” 
Dengan adanya peraturan ini memberikan kewenangan bagi lembaga 
pembiayaan dalam memberikan restrukturisasi kredit, dan kebijakan ini bertujuan 
untuk menstimulus perekonomian. 
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 
kebijakan terkait restrukturisasi kredit. Dimana  POJK dapat dijadikan acuan 
terkait cara-cara untuk melakukan restrukturisasi kredit seperti penurunan suku 
bunga atau margin/bagi hasil/ujrah; perpanjangan jangka waktu, penundaan 





bunga, penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan, konvensi akad pembiayaan 
syariah, dan konvensi  pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara.
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Penerapan restrukturisasi kredit memang mengacu pada POJK, namun 
pada hakikatnya pemerintah melalui OJK memberikan kebebasan bagi lembaga 
Perbankan maupun Non Bank untuk melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan 
konsep yang diterapkan oleh masing-masing lembaga jasa keuangan Bank dan 
Non Bank dengan ketentuan yang melakukan permohonan adalah debitur yang 
terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung termaksud debitur 
usaha mikro kecil dan menengah. 
Maka berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian di beberapa 
perusahaan pembiayaan di Parepare yaitu:  
1. PT. Finansial Multi Finance (Kredit Plus) 
Kredit Plus terletak di Jalan Andi Makkasau No.75-93. Lakessi, 
Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kredit Plus merupakan perusahaan 
pembiayaan yang memberikan pinjaman untuk pembelian barang terutama 
keperluan konsumen (pembiayaan konsumen) berupa barang elektronik seperti 
pembelian handphone (hp), AC, Laptop, dan peralatan elektronik lainnya dengan 
cara credit. Selain kredit barang, Kredit plus juga memberikan fasilitas 
peminjaman dana. Penulis telah menemukan bahwa telah ada debitur dari kredit 
plus mendapatkan Restrukturisasi kredit akibat dari adanya wabah pandemi ini 
yang merupakan keadaan Force Majeure atau keadaan darurat.  
Hasil wawancara oleh salah satu pihak Kredit Plus Parepare yaitu bapak 
Yusran Hamsah selaku Kepala Cabang dari Kredit Plus Parepare mengatakan 
bahwa selain restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Nomor 14/05.POJK/2020 
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JK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 





tentang Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 
Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank kami juga memiliki kebijakan terkait 
bentuk restrukturisasi kredit yang akan kami berikan.
63
 Dimana ada debitur yang 
telah jatuh tempo kami akan menghubungi melalui WA Kredit Plus, terkait 
pembayaran dan penyebab tidak membayar. Bila debitur tersebut mengalami 
kendala dalam membayar akibat Covid-19 ini maka kami akan menetapkan 
persyaratan yang telah dipaparkan pada pengajuan online karena debitur yang 
ingin mengajukan harus melalui web yang telah kami sediakan. Adapun 
persyaratannya antara lain seperti KTP, bukti pembayaran angsuran, foto barang 
yang dicicil, dan surat keterangan bila di PHK.  Untuk debitur UMKM kami akan 
melakukan survei terlebih dahulu karena tidak semua UMKM yang mengajukan 
merupakan debitur yang terdampak. 
Debitur yang mendapatkan restrukturisasi cicilan kredit yang awalnya 
telah jatuh tempo pembayaran namun adanya restrukturisasi kredit maka debitur 
tidak membayar cicilan tersebut beserta bunganya, dengan kata lain tidak adanya 
penagihan selama waktu penangguhan kredit. Adapun waktu penangguhan kredit 
yang diterima oleh debitur yaitu 3 bulan sampai 6 bulan. Restrukturisasi tahap 
pertama itu dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, dan bila 
bulan Oktober tidak sanggup untuk membayar maka kami memberikan  
Restrukturisasi Kredit tahap kedua, dan untuk tahap ketiga dimana Pak Yusran 
telah menjelaskan bahwa  perusahaan memberikan peraturan baru, bila debitur 
yang mendapatkan restrukturisasi dua kali, kredit yang direstrukturisasi 
angsurannya berkurang tetapi tenornya bertambah, misalnya sebelum masa 
pademi cicilannya tinggal 6 bulan tetapi setelah restrukturisasi maka waktu 
cicilannya bertambah jadi 12 bulan, karena yang seharusnya membayar 500 ribu 
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2. PT Astra Credit Companies (ACC) 
Selain dari Kredit Plus, perusahaan pembiayaan yang melakukan 
Restrukturisasi Kredit yaitu PT Astra Credit Companies (ACC) Jalan Bau 
Massepe, No. 112 Ruko No. 7, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki 
Barat, Kota Parepare. ACC merupakan perusahaan pembiayaan yang berfokus 
pada pembiayaan berupa kredit mobil baru dan mobil bekas yang bisa 
dikategorikan sebagai keperluan konsumen. 
Hasil wawancara oleh salah satu pihak ACC yaitu bapak Michael Sianipar 
selaku Operation Manager ACC Cabang Parepare bahwa dalam perjanjian kredit 
dari ACC tentu mengatur terkait keadaan memaksa, yang dimana tergantung dari 
peraturan perusahaan. Debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan 
pembayaran angsuran akibat keadaan diluar dugaan tentu dapat membuktikannya. 
Seperti halnya keadaan Covid-19 ini, dimana kami memberikan bentuk 
restrukturisasi kredit dengan cara penundaan angsuran pokok. Beliau mengatakan 
kami telah melakukan restrukturisasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 
ini sesuai dengan anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.  Yang dimana 
debitur yang kami berikan restrukturisasi itu adalah debitur yang melakukan 
permohonan restrukturisasi, dan bagi debitur yang tidak melakukan permohonan 
tidak akan kami lakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan secara online 
maupun datang langsung ke kantor dan merupakan debitur terdampak dari covid-
19 yang dilihat dari segmen usahanya dengan melibatkan tim survei yang dimana 
tim tersebut akan turun langsung ke lapangan untuk mendata apakah debitur 
tersebut adalah debitur yang terdampak Covid-19.
65
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Hasil wawancar dengan Yusran Hamsah selaku Kepala Cabang PT Kredit Plus 
Parepare, 8 Februari 2021 
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Berbeda dengan Kredit Plus yang memberikan penangguhan kredit paling 
lama 6 bulan, Di perusahaan pembiayaan ACC debitur yang mendapatkan 
restrukturisasi kredit itu berupa penangguhan kredit maksimal 2 bulan.  
3. PT Indomobile Finance 
 PT Indomobile selaku Perusahaan pembiayaan yang bergerak pada bisnis 
jasa pembiayaan kendaraan bermotor, mobil dan alat berat dengan bentuk 
pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang. PT Indomobile 
Cabang Parepare terletak di Jalan Belanak No.4b, RT.001, RW.001, Kelurahan 
Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah melakukan 
restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19, berdasarkan kebijakan 
OJK dan peraturan dari Perusahaan. Bapak Mustofa selaku Kepala Cabang PT 
Indomobile Finance mengatakan OJK cuma mengeluarkan beberapa Opsi terkait 
mekanisme restrukturisasi sehingga perusahaan tentu akan mengeluarkan 




Maka PT.Indomobile memiliki penilaian tersendiri untuk menentukan 
debitur yang berhak menerima restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19, 
dimana PT Indomobile akan melihat terlebih dahulu history pembayaran debitur 
sebelum pandemi ini sehingga debitur yang diterima penangguhannya itu adalah 
debitur yang dilihat dari riwayat pembayarannya. Apabila debitur tidak sama 
sekali menunggak maka kami akan mengabulkan permohonan restrukturisasinya. 
Pak Mustofa menyampaikan bahwa kategori yang pertama kami perhatikan 
adalah riwayat pembayarannya, pandemi Covid-19 ini mulai masuk ke Indonesia 
pada bulan Maret sehingga kami terlebih dahulu akan melihat pembayaran debitur 
pada bulan-bulan sebelumnya, jika tidak sama sekali menunggak maka kami akan 
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mengabulkan permohonannya dan sebaliknya bila sebelum bulan maret telah ada 
penunggakan makan kami tidak akan menerima permohonannya walaupun debitur 
tersebut terdampak dari pandemi Covid-19. Debitur yang melakukan permohonan 
restrukturisasi kredit di Indomobile tentu akan disurvei terlebih dahulu oleh tim 
bagian lapangan untuk mendapatkan restrukturisasi.  
PT Indomobile Finance menetapkan bentuk restrukturisasi penundaan 
pembayaran kredit berupa pembayaran angsuran pokok yang akan dibayar pada 
akhir masa kredit. Namun beda halnya dengan Kredit Plus, Indomobile 
menetapkan bahwa debitur tetap harus diwajibkan untuk membayar bunga cicilan 
kredit seperti biasanya selama penangguhan kredit berlangsung. Di perusahaan 
pembiayaan Indomobile Finance Cabang Parepare debitur yang  direstrukturisasi 
kredit itu mendapatkan penangguhan kredit selama 1 bulan hingga 6 bulan, hal 
tersebut juga dilakukan oleh Kredit Plus. 
Pak Mustofa juga menjelaskan bahwa Sebelum adanya pandemi Covid-19 
ini di setiap perusahaan pasti menerapkan adanya solusi bagi debitur yang 
mengalami force majeure dengan syarat debitur datang melapor kepada kami 
dengan menyertakan bukti dan kami akan memberi kebijakan dengan cara 




4. PT Clipan Finance 
PT Clipan Finance Cabang Parepare berfokus pada pembiayaan Otomotif 
seperti Mobil baru dan bekas. PT Clipan Finance Cabang Parepare terletak di 
Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota 
Parepare. 
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Hasil wawancara dari pihak PT Clipan Finance Cabang Parepare juga 
memiliki kebijakan tersendiri untuk menerima debitur yang melakukan 
permohonan. Pak Ridhal menjelaskan bahwa dimana debitur yang harus 
melakukan permohonan merupakan debitur yang terdampak seperti pedagang 
campuran, driver, dan karyawan yang dirumahkan, dan Debitur yang ingin 
melakukan permohonan harus memiliki surat keterangan dari kantor lurah bahwa 
debitur benar-benar terdampak dari Pandemi Covid-19.
68
 Sehingga bila tidak 
memiliki surat keterangan dari lurah tidak akan diproses permohonannya.  
Berbeda dengan Indomobile, terkait angsuran pembayaran bagi debitur 
yang sebelum pandemi telah mengalami tunggakan Clipan dan Indomobile sangat 
berbeda dimana Indomobile tidak akan memproses permohonannya tetapi di 
Clipan memiliki kebijakan dimana akan memproses restrukturisasinya bila 
angsuran sebelumnya telah dibayar. 
Di perusahaan pembiayaan Clipan melakukan restrukturisasi kredit dengan 
bentuk penundaan jangka waktu pembayaran angsuran pokok. Dimana debitur 
yang mendapatkan restrukturisasi kredit itu selama 4 bulan atau 6 bulan.   
Untuk presentasi debitur yang diterima penangguhannya  pada Clipan Pak 
Ridhal menjelaskan bahwa persyaratan debitur yang berhak mendapatkan 
restrukturisasi itu dilihat dari pekerjaannya, bila debitur wiraswasta atau 
wirausaha yang dimana usahanya seperti pedagang campuran, driver angkutan 
yang tidak jalan akibat adanya pemberlakuan aturan seperti PSBB itu hampir 
semua kami terima, namun untuk yang memiliki penghasilan perbulan perusahaan 
akan meninjau kembali apakah berhak menerimanya atau tidak. 
Sebelum adanya Pandemi Covid-19 ini, PT Clipan Finance juga telah 
melakukan penangguhan pembayaran kredit sebagaimana yang dijelaskan oleh 
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Pak Ridhal bahwa sebelum adanya restrukturisasi kredit secara menyeluruh, 
Clipan telah melakukan penangguhan pembayaran kredit seperti perpanjangan 
tenor bagi debitur, dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti usaha dari 
debitur mengalami kemacetan dan mengalami dampak bencana, maka debitur 
tersebut memiliki jangka waktu tertentu untuk tidak melakukan pembayaran 
kredit. 
Dari adanya OJK memberikan kebebasan kepada masing-masing 
perusahaan pembiayaan dalam menentukan bentuk restrukturisasi yang diberikan 
oleh debitur yang terkena dampak Covid-19 ini, sehingga perusahaan pembiayaan 
di Parepare rata-rata memberikan restrukturisasi kredit dalam bentuk penundaan 
pembayaran kredit dalam artian menunda pembayaran angsuran pokok sehingga 
masa waktu angsurannya mengalami perpanjangan dengan masing-masing jangka 
waktu perpanjangan berbeda-beda disetiap perusahaan pembiayaan, ada yang 2 
bulan hingga 6 bulan. 
 
C. Melatarbelakangi Penetapan Bentuk Restrukturisasi Kredit Pada 
Pembiayaan Konsumen di Parepare 
Perusahaan Pembiayaan di Parepare secara umum melakukan 
restrukturisasi Kredit dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu 
pembayaran angsuran pokok atau perpanjangan tenor dengan jangka waktu 
berbeda-beda dengan berbagai pertimbangan.  
Seperti halnya dengan Kredit Plus pak Yusran Hamsah menjelaskan 
kebanyakan dari konsumen memilih restrukturisasi dengan cara penangguhan 
kredit yang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pak Yusran 
Hamsah juga menjelaskan bahwa kami berfokus pada debitur yang mengalami 





memiliki pemasukan untuk memenuhi kewajibannya sehingga kami tidak 
melakukan penagihan sama sekali selama restrukturisasi.
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 Selain debitur yang di 
PHK, Kredit Plus juga memberikan penangguhan angsuran kredit kepada debitur 
UMKM, karena Kredit Plus merupakan perusahaan pembiayaan yang berfokus 
pada pengadaan barang-barang elektronik maka ada  juga debitur UMKM 
terdampak Covid-19 yang telah di survai. Kredit Plus memberikan jangka waktu 
perpanjangan restrukturisasi kredit itu selama 3 sampai 6 bulan, dimana dengan 
pertimbangan perusahaan tentu melihat sisa masa angsuran dan akan melakukan 
evaluasi kembali kepada debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit apakah 
perlu perpanjangan waktu atau tidak.  
Namun untuk restrukturisasi tahap pertama dan kedua berbeda dengan 
tahap berikutnya, Pak Yusran mengatakan debitur yang mengalami perpanjangan 
restrukturisasi selama dua kali itu mendapatkan perpanjangan tenor. 
Restrukturisasi ini diberikan karena debitur sudah bisa kembali melakukan 
aktivitas perekonomian secara berangsur-angsur, dan perusahaan juga harus 
mengatur keuangan perusahaan.  
Adapun pada ACC memilih bentuk restrukturisasi dengan perpanjangan 
waktu angsuran pokok dengan alasan karena debitur yang mendapatkan 
restrukturisasi adalah debitur  yang betul-betul terdampak dari pandemi Covid-19 
dari kalangan  golongan UMKM yang melakukan usaha cafe yang dimana tidak 
dapat terbuka akibat tidak adanya pelanggan dan debitur yang bekerja di bidang 
transportasi online tidak dapat bekerja, dan pedagang campuran yang mengalami 
penurunan pendapatan akibat adanya kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah.  
ACC memberikan penundaan pembayaran angsuran pokok dengan jangka 
waktunya sampai 2 bulan. Jangka waktu tersebut lebih pendek dibanding Kredit  
Plus yang memberikan jangka waktu hingga 6 bulan. Pak Michel Sianipar 
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menjelaskan karena kami akan mengevaluasi apakah dalam jangka waktu tersebut 
debitur bisa atau belum bisa memenuhi kebutuhannya, kami tentu akan 
memperpanjang jangka waktu tersebut bila belum dalam keadaan normal dengan 
maksimal 2 bulan.  
Lain halnya dengan PT Indomobile Finance Cabang Parepare melakukan 
restrukturisasi untuk meringankan pembayaran debitur. Dimana pak Mustofa 
menjelaskan  bahwa  debitur yang mendapatkan restrukturisasi merupakan debitur 
dari kalangan  karyawan di PHK yang memiliki surat keterangan telah di PHK 
dan bila work from home tentu juga memiliki surat keterangan bila gajinya hanya 
dibayar setengah dari gaji semestinya dan debitur dari golongan UMKM yang 
tentu kesulitan untuk membayar angsuran pokok dan bunganya. Sehingga 
perusahaan pembiayaan Indombile memberikan  restrukturisasi dengan cara 
menunda angsuran pokoknya dan debitur tetap mempunyai kewajiban untuk  
membayar bunganya saja selama masa restrukturisasi berjalan, dimana hal 
tersebut telah di tentukan oleh perusahaan dan perusahaan tidak menetapkan 
restrukturisasi dengan bentuk pengurangan suku bunga.
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 Hal tersebut menurut 
penulis dengan adanya bunga yang harus dibayar selama restrukturisasi kredit 
nantinya debitur tidak lagi memikirkan pembayaran bunga di akhir sehingga utang 
pokok tidak mengalami peningkatan, perusahaan juga tetap menstabilkan 
keuangannya walau dalam kondisi pandemi ini. Jangka waktu restrukturisasi yang 
diberikan kepada debitur hampir sama dengan Kredit Plus dimana 1 sampai 6 
bulan, dengan alasan dilihat pada masa angsurannya dan permintaan dari debitur 
itu sendiri. 
                                                          
70
Hasil wawancara dengan Mustofa selaku Kepala Cabang PT Indomobile Cabaang 





Hal yang sama juga dilakukan oleh PT.Clipan Finance Cabang Parepare 
dimana Clipan memberi restrukturisasi dengan cara penundaan pembayaran 
angsuran pokok namun debitur memiliki kewajiban untuk membayar bunganya. 
Untuk metode penangguhannya  PT Clipan Finance memiliki Join venture dengan 
bank sebagai pihak yang memodali maka pihak Clipan dan Bank akan 
bernegosiasi terkait debitur yang akan memperoleh penangguhan pembayaran 
kredit. Pak Ridhal menjelaskan bahwa di Clipan akan memberikan debitur pilihan 
terkait restrukturisasi, apakah debitur tetap akan membayar bunga pembayaran  
kredit atau membayar angsuran pokok, biasanya debitur akan memilih 
pembayaran pokoknya dibayar belakangan dan untuk bunga tetap dibayar.
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Di perusahaan pembiayaan Clipan Finance Cabang Parepare, debitur yang 
mendapatkan Restrukturisasi Kredit itu berupa penangguhan kredit selama 4 
bulan atau 6 bulan hal tersebut tergantung dari sisa pokok hutang debitur, dan 
debitur yang ingin diperpanjang masa penangguhannya, perusahaan akan 
melakukan evaluasi terhadap debitur tersebut untuk memastikan diterimanya 
permohonan perpanjangan penangguhan pembayaran kredit. 
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Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka 
penulis menarik kesimpulan 
1. Bentuk Restrukturisasi Kredit pada Pembiayaan Konsumen di Parepare 
tentu diatur pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020, tetapi OJK hanya 
mengatur secara umum terkait Restrukturisasi kredit. Sehingga aasing-
masing perusahaan pembiayaan tentu akan memilah debitur yang berhak 
memperoleh restrukturisasi dari angsuran pembayarannya dan 
pekerjaanya. Perusahaan pembiayaan di Parepare secara umum sepakat 
untuk memberikan restrukturisasi dengan cara penundaan angsuran pokok, 
yang angsurannya dibayar pada masa akhir pembayaran dan penetuannya 
tersebut ditentukan oleh perusahaan. Adapun jangka waktu yang diberikan 
oleh perusahaan pembiayaan berbeda-beda bagi setiap pembiayaan, ada 
yang 2 bulan hingga 6 bulan. 
2. Adapun yang melatarbelakangi penetapan bentuk restrukturisasi kredit 
pada pembiayaan konsumen di Parepare tentu tidak lepas dari ketentuan 
perusahaan masing-masing, dimana ada yang melakukan negosiasi kepada 
pihak Join venture yaitu pihak bank, dan ada pula karena debitur yang 
mendapatkan restrukturisasi kredit difokuskan pada debitur yang Di PHK, 
Karyawan yang digaji sebagian, driver online, ojek online dan UMKM 
yang tentu kesulitan untuk melakukan pembayaran maka yang diberikan 
adalah penundaan pembayaran angsuran pokok. Terkait jangka waktu 
yang diberikan dilihat dari sisa angsurannya, kemampuan debitur 






1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas Bank dan Lembaga Non 
Bank dalam menyikapi Covid-19 mengeluarkan kebijakan terkait 
Restrukturisasi Kredit. Namun yang menjadi kelemahan terkait model 
restrukturisasi kredit itu sendiri diserahkan kepada pihak perusahaan 
pembiayaan. Maka sebaiknya OJK juga memberikan pengawasan yang 
tegas dan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang seimbang 
kepada masyarakat dan perusahaan pembiayaan, agar perusahaan 
pembiayaan tidak melakukan restrukturisasi kredit dengan semaunya. 
Serta perusahaan perlu melakukan konsultasi kepada setiap debitur yang 
melakukan permohonan  restrukturisasi agara debitur mengetahui syarat 
untuk dapat diteriman, sehingga nantinya tidak ada kekecewaan bila 
permohonannya tidak diterima.  
2. Adanya perbedaan kebijakan dari setiap perusahaan pembiayaan  
menimbulkan berbagai model Restrukturisasi Kredit. Yang dimana masih 
adanya perusahaan menentukan jenis restrukturisasi apa yang diberikan, 
dan debitur hanya perlu menyetujuinya. Maka  sebaiknya ada  pilihan 
kepada debitur untuk memilih model restrukturisasi yang mereka inginkan 
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